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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 249 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

. Perlu memperhatikan beberapa orang Hakim Perwira dari Angkatan Udara para

Pengadilan-pengadilan Tentara diseluruh Indonesia;

. 1. Pasal 9 gjat 5 Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun

1950 No0.52) tentang susunan dan kekuasaan peradilan ketentaraan, jo. Pasal
Il Aturan Peradilan Undang-undang Dasar;

2. Keputusan-keputusan Presiden N0.288 tahun 1952, No. 59 tahun 1954 dan
No. 187 tahun 1958 tentang pengangkatan Hakim Perwira dari Angkatan
Udara pada Pengadilan-pengadilan Tentara diseluruh Indonesig;

3. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang No.10 tahun 1960
(Lembaran Negaratahun 1960 No0.31);

4. P.P. Pengganti Undang-undang No0.10/1960 (L.N. 1960 No.31);

. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Kehakiman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

. Memperhentikan dengan hormat sebagal Hakim Perwira pada Pengadilan

pengadilan Tentara diseluruh Indonesia :

1. Letnan Kolonel Udara SUMITRO, Stb. No. 461512.
dul u: Inspektur Sumatera dan berpangkat Kapten Udara.
sekarang: Direktur Personil B.- C.

2. Letnan Kolonel Udara SUDARJO ADISAPUTRO, Stb. No. 461054.
dul u: Komandan Datasemen M.B.A.U. dan berpangkat Kapten Udara.
sekarang: Direktur Materiil B. —Udara

3. Letnan Kolonel NOORZANI NURYAKUSUMA, Stb. No. 461054.
dul u: Inspektur Indonesia Timur dan berpangkat Kapten Udara.
sekarang: Komandan Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma.

4. Acting Letnan Kolonel Udara SUDARMONO SASTROSADARPO, Stb. No.
476267.
dul u: Tugasbeladjar di RAF Staf Kollege Andover Inggeris dan

berpangkat Kapten Udara.
sekarang: Direktur Intelligence.

5. Acting Letnan Kolonel UdaraUMAR DANI, Stb. No. 476260.
dul u: Asisten Perwira Staf Udara I11/Penerbang dan berpangkat Major

Udara.
sekarang: Direktur Operasi A —B.

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Padatanggal 27 September 1960
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA



